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KERANGKA ACUAN KERJA 

(Term Of Reference – TOR) 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan 

dukungan administrasi umum yang memadai. Administrasi umum merupakan 

kegiatan rutin perkantoran yang mencakup penyediaan sarana dan prasarana, 

bahan logistik, perlengkapan kerja, serta kegiatan koordinatif yang menunjang 

kinerja organisasi. 
 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 

bertujuan memastikan bahwa seluruh kebutuhan operasional BKPSDM 

Kabupaten Kepulauan Anambas terpenuhi secara efektif dan efisien. 

Ketersediaan alat kerja, bahan logistik, dan dukungan rapat koordinatif menjadi 

faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, 

transparan, dan akuntabel.  

 

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

1. Maksud: Untuk menjamin tersedianya dukungan administrasi, peralatan, 

logistik, dan kebutuhan koordinatif bagi seluruh ASN BKPSDM. 

2. Tujuan: 

a. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai; 

b. Menjamin tersedianya kebutuhan logistik kantor secara 

berkesinambungan; 

c. Menunjang kelancaran kegiatan rapat, koordinasi, dan konsultasi 

kedinasan; 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan; 

3. Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan operasional rutin perkantoran dan 

meningkatnya dukungan administrasi bagi pelaksanaan program BKPSDM. 

 

 



C. Indikator Kinerja 

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai; 

2. Tersedianya bahan logistik dan peralatan kerja operasional; 

3. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum; 

4. Meningkatnya efisiensi pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran. 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor; 

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 

6. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

 

E. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan di BKPSDM 

Kabupaten Kepulauan Anambas serta lokasi lain sesuai kebutuhan kegiatan 

koordinasi kedinasan.  

 

F. Jadwal Pelaksanaan  

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan selama 

Tahun Anggaran 2026 (Januari sampai Desember 2026). Jadwal pelaksanaan 

bersifat berkesinambungan karena termasuk kegiatan rutin perkantoran. 

 

G. Keluaran 

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai; 

2. Tersedianya bahan logistik dan perlengkapan kantor; 

3. Tersedianya dokumen hasil cetak/penggandaan; 

4. Laporan hasil kegiatan rapat, koordinasi, dan kunjungan tamu; 

5. Laporan realisasi kegiatan administrasi umum Tahun 2026. 

 

H. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan 

Total anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2026 sebesar Rp212.456.216,00 (Dua Ratus Dua Belas Juta Empat 

Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), bersumber dari 



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun Anggaran 2026. 
 

No Uraian Sub-Kegiatan Pagu (Rp) Keterangan 

1 Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Rp. 1.000 Operasional 
kelistrikan ringan 

2 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Rp. 38.614.043 Alat tulis kantor, 
printer, dan sarana 
kerja 

3 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Rp. 11.104.415 Peralatan kebersihan 
dan perlengkapan 
kantor 

4 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Rp. 20.004.308 Bahan habis pakai 
dan logistik harian 

5 Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Rp. 5.516.000 Pencetakan 
dokumen, laporan, 
dan spanduk 

6 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 1.680.000 Konsumsi dan 
penerimaan tamu 
kedinasan 

7 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Rp. 135.535.450 Rapat internal dan 
eksternal SKPD 

 TOTAL Rp. 212.456.216  

 

 

I. Pelaporan 

Pelaporan kegiatan dilaksanakan secara periodik meliputi: 

1. Laporan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran setiap triwulan; 

2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran; 

3. Dokumentasi pendukung seperti berita acara, daftar hadir, dan foto kegiatan. 

 

J. Penutup 

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 di lingkungan 

BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. KAK ini disusun untuk menjamin 



kegiatan rutin administrasi perkantoran terlaksana secara efektif, efisien, dan 

akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

 
Mengetahui, 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 
 
 
Dra. Nurgayah, M.A 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196801262000032002 
  

Tarempa, 14 Juli 2025 
 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Rina Sapariyani, ST., M.Si 
Pembina (IV/a) 
NIP. 198105012009032004 
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KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR) 

KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 

(Term Of Reference – TOR) 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

 

A. Latar Belakang 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mengakomodir 

penyediaan gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertuang di dalam sub 

kegiatan Penyedaan Gaji dan Tunjangan ASN. Gaji adalah kompensasi dasar 

yang diterima oleh Aparatus Sipil Negara yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai beban kerja. 

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya ketentuan pasal 293 dan 

pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah 

memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 

sebuah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan 

keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan Keuangan Daerah.  

 

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 

untuk memberikan gaji/penghasilan/pendapatan bagi ASN khususnya pada 

BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu mewujudkan 

penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu 

dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif. 

Adapun tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

adalah : 

a. Memberikan layanan gaji sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan oleh ASN. 

b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah. 

 

Sasaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah untuk 

peningkatan kualitas pelaksanaan tugas ASN dan peningkatan penatausahaan 

keuangan perangkat daerah. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh ASN 

BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. 



C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri 

dari sub kegiatan : 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 

 

D. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan 

di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
Bulan ke- 

11  12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

1 Pembayaran Gaji dan 
Tunjangan ASN  

            

2 Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD  

            

 

F. Keluaran 

1. Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas bulan 

Januari s.d. Desember Tahun 2026; 

2. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD; 

3. Laporan Keuangan bulan, semesteran dan akhir tahun. 

 

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan 

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 6.151.931.965,- (enam milyar seratus lima puluh 

satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima 

rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk : 

 

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Tambahan Penghasilan ASN 

 

 



2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

 

H. Pelaporan 

Pelaporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 

bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang dikirim ke Sekretariat Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan 

Anambas. 

 

I. Penutup 

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan 

mengenai Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2024, dan memuat mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan 

sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana 

anggaran belanja dan sumber pendanaan serta pelaporannya. 

 

 
Mengetahui, 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 
 
 
Dra. Nurgayah, M.A 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196801262000032002 
  

  
 

 
 
 
 
 

Rina Sapariyani, ST., M.Si 
Pembina (IV/a) 
NIP. 198105012009032004 

 

Tarempa, 14  Juli 2025

Sekretaris,



 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR) 

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH 

JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 

(Term Of Reference – TOR) 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

 

A. Latar Belakang 

 

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas, BKPSDM mempunyai tugas melaksanakan urusan 

penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, 

pendidikan, dan pelatihan. Dimana bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan 

Informasi kepegawaian mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

merupakan salah satu wujud penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Manajemen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di bidang Pengadaan, 

Pemberhentian, dan Informasi kepegawaian yang secara operasional kegiatan 

berkaitan dengan Penyusunan Analis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan 

Pengadaan ASN secara nasional, Administrasi Pemberhentian ASN dan 

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian . 

 

B. Dasar Hukum 

 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2020; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; 



6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara; 

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara; 

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 Tentang 

Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test 

Badan Kepegawaian Negara; 

9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas 

 

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

 

Maksud dari Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN adalah untuk mengelola sumber daya manusia aparatur sipil 

negara (ASN) secara terpadu, sementara tujuannya adalah memastikan 

ketersediaan SDM yang berkualitas, melakukan administrasi kepegawaian secara 

transparan dan akuntabel, serta menyediakan data kepegawaian yang akurat 

untuk mendukung pengambilan keputusan. Kegiatan-kegiatan utamanya meliputi 

pengadaan (rekrutmen), pemberhentian, dan pengelolaan sistem informasi 

kepegawaian. 

Adapun tujuan dari Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN ini adalah untuk memastikan suatu organisasi 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai kebutuhan, serta terkelola 

dengan baik secara efisien dan efektif. 

Sedangkan sasaran Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

pengadaan serta pemberhentian pegawai sesuai peraturan, penyelenggaraan 

pengadaan (seperti PNS dan PPPK), administrasi pemberhentian dan pensiun, 

pemeliharaan dan verifikasi database informasi kepegawaian, serta penyusunan 

dan pengelolaan data kepegawaian secara akurat dan terkini. Tujuan utamanya 

adalah memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan 

terkelola dengan baik sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan hukum yang 

berlaku. 



D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian 

dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri dari sub kegiatan : 

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN; 

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; 

3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; 

4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; 

5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian. 

 

E. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

F. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
Bulan ke- 

11  12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

1 Penyusunan Rencana 
Kebutuhan, Jenis & Jumlah 
Jabatan untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

            

2 Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK  

            

3 Koordinasi Pelaksanaan 
Administrasi 
Pemberhentian 

            

4 Fasilitasi Lembaga Profesi 
ASN 

            

5 Pengelolaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

            

 

G. Keluaran 

Keluaran dari Kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai 

(termasuk pengadaan dan pemberhentian) dan terwujudnya data serta sistem 

informasi kepegawaian yang akurat dan terkini. Output spesifiknya mencakup 

pemenuhan formasi, penerbitan kartu kepegawaian, penetapan nomor identifikasi, 

pemeliharaan database, dan penyusunan laporan kepegawaian.  

 

 

 



H. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan 

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian 

dan Informasi Kepegawaian ASN Tahun 2026 sebesar Rp. 44.847.972,- (empat 

puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh 

dua rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk : 

 

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis & Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

 

I. Pelaporan 

Pelaporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian ASN dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja 

yang dikirim ke Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

J. Penutup 

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan 

mengenai Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat 

mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi 

kegiatan, jadwal pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber 

pendanaan serta pelaporannya. 

 

 
Mengetahui, 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 
 
 
 
Dra. Nurgayah, M.A 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196801262000032002 
  

Tarempa, 29 Agustus 2025 
 

Kepala Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian 

 
 
 
Aan Nugraha, S.E 
Penata TK.I (III/d) 
NIP. 198607212010011009 



 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR) 

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

 

 

 



KERANGKA ACUAN KERJA 

(Term Of Reference – TOR) 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

A. Latar Belakang 

 

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi 

pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses pelaksanaan akuntabilias kinerja 

sebagai kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan kerangka acuan kerja 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan 

implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan Kegiatan Administrasi 

umum Perangkat Daerah. ini merupakan kegiatan yang mengakomodir kebutuhan 

langganan air listik dan telepon, alat tulis kantor, yang memadai, kebersihan kantor 

dengan peralatan yang tersedia, serta pemenuhan bahan bacaan surat kabar, 

benda pos,sarana dan prasarana umum, perabot kantor, bahan cetak, maka 

minum rapat,dan perjalanan Dinas, yang memadai. 

 

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan 

pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat 

daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan 

sasaran yang efektif. 

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah adalah : 

a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan 

perangkat daerah. 



b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan 

pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan 

mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian 

target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan daerah. 

c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. 

d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan actual. 

 

Sasaran kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah adalah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan 

termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga ketercapaian indicator kinerja 

dapat dipastikan ketercapaiannya. Adapun kelompok sasarannya adalah seluruh 

ASN Kabupaten Kepulauan Anambas dan masyarakat secara umum. 

 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan : 

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi fasilitasi, 

koordinasi dan pelaksanaan : 

a. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja sampai dengan Penetapan Renja 

Tahun 2027; 

b. Forum OPD dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2027; 

c. Konsinyering Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dan Rencana 

Aksi Reformasi Birokrasi. 

 

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi antara lain : 

a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); 

b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 

c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ); 

d. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN; 

e. Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit. 

 

D. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah dilaksanakan di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

 



E. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : 

No Uraian 
Bulan ke- 

11  12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

1 Penyusunan Renja 

BKPSDM Tahun 2027 

            

2 Konsinyering Penetapan 

Kinerja, IKU dan Rencana 

Aksi Reformasi Birokrasi 

            

3 Forum OPD             

4 Penyusunan Renja 

Perubahan 

            

5 Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) 

            

6 Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) 

            

7 Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban 

Bupati (LKPJ) 

            

8 Evaluasi SAKIP             

9 Pengukuran Indeks 

Profesionalitas ASN 

            

10 Penilaian Pelaksanaan 

Sistem Merit 

            

 

F. Keluaran 

1. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas tentang 

Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027; 

2. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026; 

3. Pelaporan Kinerja Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; 

4. LKjIP dan Evaluasi SAKIP; 

5. Bahan/Data penyusunan LPPD dan LKPJ; 

6. Indeks Profesionaltas ASN. 

7. Indeks Sistem Merit. 

G. Rencana Anggaran Belanja dan Sumber Pendanaan 

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu 



rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan untuk: 

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

 

H. Pelaporan 

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ Keuangan dan pelaporan kinerja yang 

dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 

I. Penutup 

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan 

mengenai Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dan memuat mengenai latar 

belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, lokasi kegiatan, jadwal 

pelaksanaan, keluaran, rencana anggaran belanja dan sumber pendanaan serta 

pelaporannya. 

 

 
Mengetahui, 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
 
 
 
Dra. Nurgayah, M.A 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196801262000032002 
  

Tarempa, 14 Juli 2025 
 

Sekretaris, 
 
 
 
 

Rina Sapariyani, ST., M.Si 
Pembina (IV/a) 
NIP. 198105012009032004 

 
























































